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Sk wh =

/ Kepala Badan Kesatuan \

Bangsa dan Politik mengajukan
permohonan ke Tim TAPD
terkait pengusulan anggaran
untuk ORMAS/LSM yang sudah

surat

di verifikasi oleh Tim melalui

Naskah Perjanjian Hibah Daerah
(NPHD) ditanda tangani oleh
Pengurus ORMAS/LSM bersama
Kepala Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Provinsi Kepulauan Riau
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Dilakukan Pengecekan Legalitas
Hukum di Biro hukun, jika sesuai
akan diberikan stempel Disposisi,
jika Tidak sesuai akan dikembalikan
untuk dilakukan perbaikan
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ALUR SOP PENCAIRAN DAN HIBAH ORMAS/LSM

Undang-Undang No 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau

Undang-Undang No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
Permenpan Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah

Peraturan Gubernur No 12 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah

Tim TAPD memberikan disposisi
ke Kepala Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Prov.Kepri
untuk dikelurkan SK besaran dana
hibah bagi ORMAS/LSM

dan Politik mendisposisi ke
Bidang Ketahanan Ekonomi,
sosial Budaya Agama dan
Organisasi Kemasyarakatan
selaku ketua tim evaluasi untuk

fKepaIa Badan Kesatuan Bangsa\

/ Kepala Bidang Ketahanan \

Ekonomi, sosial Budaya Agama
dan Organisasai Kemasyarakatan
Menindaklanjuti dan mendisposisi
kepada Tim Evaluasi untuk dibuat
draf draf SK besaran Dana Hibah
Bagi ORMAS/LSM ke Biro Hukum

dibuat draf SK besaran Dana

k Hibah Bagi ORMAS/LSM /

Setda Prov. Kepri

-
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Tim evaluasi membuat
Naskah Perjanjian Hibah
Daerah (NPHD)

o

ORMAS/LSM membuat surat
permohonan penandatanganan
Naskah Perjanjian Hibah Daerah
(NPHD) kepada Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik berdasarkan SK
penerima hibah

\

ditujukan kepada ORMAS/LSM
terkait surat permohonan
penandatanganan Naskah
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Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

Tim Evaluasi Membuat Surat yang

J

/ Dokumen NPHD yang telah mendapatkan \
Pengesahan dari Biro Hukum akan dilakukan
proses pembuatan Surat Perintah Membayar
(SPM) yang selanjutnya seluruh dokumen di

serahkan ke Badan Keuangan Aset Daerah
Provinsi Kepri untuk dilakukan proses pencairan

k ke Rekening ORMAS/LSM yang menerima J
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Naskah hibah di serahkan kepada
LSM/ORMAS yang mengajukan dan
pertinggal di Bidang yang menangani
hibah.




